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BUPATI MIESUI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMORZITAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desaperlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4933);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentnag Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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0 Peraturan Mentert Dalum Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolunn Keuangan Daerah
(Berta Negaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomos
1781);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten — Mesuii (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuiji Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Mesuji Tahun
2021 Nomor 2)

12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal berskala di Kabupaten Mesuji
(Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Nomor
38).

MEMITTTIQWAN -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuiji.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mesuiji.

4, Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan vyang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota vang

dipimpin oleh camat.
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. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarnkat hukum yang memiliki batas wilayah yang

~

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki Desa meliputi
Desa,

~

kewenangan di  bidang penyelenggaraan Pemerintahan
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara
demokratis.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan
dengan peraturan Desa.

13. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening
Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
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19.

20.

21.

22.

24.

Keuangan Desa adalah semun hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilal dengan uang serta segala sesualu berupn unng dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak diun kewajiban Desa.

Pengelolaan  Keuangan  Dewsa adalah keseluruhan  kegiatan  yang
meliputt perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungawaban Keuangan Desa,

* Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan ash

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
dacrah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyclenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten
kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan
pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka

waktu 6 (ecnam) tahun.,

.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,

adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pengadaan Barang/Jasa Desa, selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh

pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun

melalui penyedia barang/jasa.
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25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya
disingkat PKPKP adalah Kepala Desa yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.

26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PPKD
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKD.

27.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk scbesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

28. Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1
(satu) tahun anggaran.

29, Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dan belanja Desa.

30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa
dan belanja Desa.

31. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran.

32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disingkat
BPJS Keschatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, seclanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

34. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan
dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan,
desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah
perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk

percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

35, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, selanjutnya disingkat SISKEUDES
adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam
rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

JO. Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa, selanjutnya disingkat SIPADES
adalah sebuah aplikasi pencatatan aset desa mulai dari perencanaan,
pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan yang
dilengkapi kodifikasi dan labelisasi aset desa sesuai dengan pedoman
umum kodefikasi aset desa.

J37. Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan, selanjutnya disingkat PRODESKEL
merupakan aplikasi berbasis web online untuk menyajikan pelaporan
data dengan berbasis online.

38. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat LKMD
adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagai mitra pemerintah Desa dan Kepala Desa dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan.

39. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK,
adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk
turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

40.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa,
selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan
sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya,
yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali

dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk

terlaksananya program PKK.

BABII
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBDesa meliputi:

a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan
kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan
Dana Desa;

b. Prinsip penyusunan APBDesa;

c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
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d. Teknis penyusunan APBDesa;
e. Standar biaya masukan;
f. Hal-hal khusus lainnya,
(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
(1) Dalam menyusun APBDesa sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2),
Camat mengevaluasi APBDesa di tingkat Kecamatan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan oleh Camat
dengan melibatkan Tim Evaluasi.
(3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. Ketua : Camat
b. Sekretaris : Sekretaris Camat/Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa di Kecamatan
c. Anggota : Unsur Kecamatan dan Unsur Perangkat Daerah (paling
banyak 4 orang yang terdiri atas masing-masing 2
orang dari unsur yang diwakili).
(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :

a. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan RKP
Desa dan APBDesa;

b. melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

c. menerbitkan surat keputusan tentang hasil evaluasi APBDesa;

d. melakukan monitoring perkembangan kegiatan pembangunan Desa;

e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan Desa;

f. menghimpun laporan konsolidasi perkembangan Kkegiatan
pembangunan Desa, termasuk laporan konsolidasi penggunaan
dana desa; dan

g. melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban Realisasi Pelaksaaan APBDesa.

(5) Dalam hal melakukan evaluasi APBDesa, Tim Evaluasi dapat melibatkan
pihak lain yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang memiliki

kewenangan dalam urusan Desa.

—————— e —— S s——
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BAD 111
PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 0} Naucmle/ 2023
Pj. BUPATI MESUJI,

SULRQKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 9 Alovembe 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR.¢9
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